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Komnas HAM Rumuskan Parameter Kepatuhan

Kementerian/Lembaga

DEVINA HALIM
Kompas.com - 07/09/2018, 20:33 WIB

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (7/9/2018). (KOMPAS.com/Devina Halim)
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JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas
HAM) akan membuat tolok ukur kepatuhan kementerian dan lembaga dalam
menjalankan rekomendasi terkait hak asasi manusia.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa selama ini
tingkat kepatuhan kementerian dan instansi terhadap rekomendasi dalam
tahap yang menyedihkan.

Namun, ia enggan merinci jumlah rekomendasi yang dipatuhi maupun yang
tidak.

Dengan adanya parameter, kata Taufan, diharapkan bisa mengubah kebiasaan
kementerian dan lembaga dalam hal mengedepankan HAM saat menjalankan
pemerintahan.

"Sekarang kita sepakat untuk meningkatkan kepatuhan itu dengan membuat
tolok ukur yang kita sepakati bersama," kata Taufan di Kantor Komnas HAM,
Jakarta, Jumat (7/9/2018).

"Artinya, semua pihak sepakat hak asasi manusia harus menjadi salah satu
acuan utama dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia," terangnya.

Nantinya draf tolok ukur tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah
maupun masyarakat untuk melihat kementerian dan lembaga mana saja yang
benar-benar menjalankan prinsip HAM.

Di dalamnya juga bakal diatur mekanisme terkait rewards and punishment
demi menegakkan kepatuhan tersebut. Tetapi, ia mengaku hal itu masih perlu
didiskusikan lebih lanjut.

Baca juga: Tanpa Pengaduan, Komnas HAM Tak Bisa Tindaklanjuti Kasus
Penolakan Gerakan #2019GantiPresiden

Hari ini Komnas HAM mengadakan diskusi dengan kementerian dan lembaga
terkait untuk merampungkan draf tolok ukur tersebut. Targetnya, dalam enam
bulan ke depan, draf tersebut sudah harus selesai.

Turut hadir dalam diskusi tersebut yaitu, perwakilan dari Polri, Kementerian
Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Ternyata, Perlindungan Diri Butuh Lebih dari Kebiasaan Hidun

Pada 2015, jumlah orang berusia di atas 65 tahun di
Jepang totalnya mencapai seperempat populasi penduduk.

Penulis : Devina Halim
Editor : Krisiandi
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